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ABSTRAK 

 

Nama : Alfian Ramadiansyah 

Jurusan : Manajemen Dakwah 

Judul  : Upaya Kementerian Agama Kota Batam Dalam Memberikan 

  Pelayanan Prima Terhadap Calon Jamaah Haji 

 

Penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah di bawah 

koordinasi Menteri Agama. Teknis pelaksanaannya diselenggarakan oleh 

Kementerian Agama melalui seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Fungsi 

utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka dalam hal ini Kementerian 

Agama mesti berupaya dalam memberikan pelayanan yang prima. Banyaknya 

jumlah pendaftar haji setiap tahunnya tentu memerlukan pelayanan yang baik pula 

terhadap calon jamaah haji. Dikutip dari laman berita Kementerian Agama 

Provinsi Kepulauan Riau, sepanjang tahun 2020, data pada Sistem Informasi dan 

Komputerisasi Haji Terpadu, Kementerian Agama Kota Batam tercatat memiliki 

pendaftar haji terbanyak dengan jumlah 1.327 jamaah. Dari banyaknya jumlah 

pendaftar tersebut tentu diperlukan upaya dalam memberikan pelayanan yang 

prima kepada calon jamaah haji. Hal ini diperlukan agar calon jamaah haji 

mendapatkan pelayanan yang prima sesuai dengan budaya Kerja Kementerian 

Agama. Upaya merupakan suatu langkah dasar yang dilakukan dalam sebuah 

proses mewujudkan suatu tujuan. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini 

yang bertujuan untuk mengetahui apa upaya Kementerian Agama Kota Batam 

dalam memberikan pelayanan prima terhadap calon jamaah haji. Informan 

penelitian ini berjumlah enam orang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Setelah dianalisis, ditemukan hasil penelitian ini 

bahwa Kementerian Agama Kota Batam telah melakukan upaya – upaya dalam 

memberikan pelayanan prima terhadap calon jamaah haji. Diantaranya ialah 

pemberian motivasi, pembimbingan, penjalinan hubungan, penyelenggaraan 

komunikasi dan pengembangan atau peningkatan pelaksana, sesuai dengan 

indikator yang digunakan dalam penelitian ini. 

Kata Kunci : Upaya, Pelayanan Prima, Calon Jamaah Haji. 
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ABSTRACT 

Name : Alfian Ramadiansyah 

Major : Manajemen of Dakwah 

Title  : The Efforts of the Batam City Ministry of Religion in   

    Providing Excellent Service To Prospective Hajj Pilgrims 

Implementing the pilgrimage is the responsibility of the government under the 

coordination of the Minister of Religion. The Ministry of Religion implements the 

technical implementation through the Hajj and Umrah Organizing section. The 

primary function of the government is to serve the community, so in this case, the 

Batam City Ministry of Religion must strive to provide excellent service. A large 

number of registrants for Hajj each year certainly requires good service to 

prospective pilgrims. Quoted from the news page of the Ministry of Religion of 

the Riau Archipelago Province, throughout 2020, data on the integrated Hajj 

Information and Computerized System, the Ministry of Religion of Batam City 

was recorded as having the largest number of hajj registrants with a total of 1.327 

pligrims. Of the large number of registrants, efforts are certainly needed in 

providing excellent service to prospective pligrims. This is necessary so that 

prospective pligrims receive excellent service in accordance with the work culture 

of the Ministry of Religion. Effort or is a basic step taken in a process of realizing 

a goal. Therefore, the author conducted this study to determine the efforts of the 

Ministry of Religion of Batam City in providing excellent service to future 

pilgrims. There were six informants in this research. This type of research is 

descriptive qualitative. Data was collected using the methods of observation, 

interviews and documentation. After being analyzed, this study found that the 

Ministry of Religion of Batam City had provided excellent service to prospective 

pilgrims. Among them are giving motivation, mentoring, establishing 

relationships, organizing communication and developing or improving 

implementers, according to the indicators used in this study. 

Keywords: Effort, Excellent Service, Prospective Hajj Pilgrims. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ibadah haji adalah suatu ibadah yang memerlukan kebulatan tekad dan 

kesungguhan hati. Kebulatan tekad untuk meninggalkan kampung halaman 

beserta keluarga tercinta dan kesungguhan hati untuk meninggalkan segala 

tingkah laku yang tidak baik. haji diwajibkan bagi setiap umat muslim, dengan 

syarat “Bagi yang mampu”. Baik secara fisik dan materi, serta yang lebih 

penting adalah kemampuan untuk menyiapkan diri sebagai tamu Allah SWT. 

Haji secara etimologis berasal dari kata qashdu (maksud, niat, 

meyengaja), sedangkan kata umrah berarti ziarah. Secara terminologis, haji 

adalah bermaksud (menyengaja) menuju Baitullah dengan cara dan waktu yang 

telah ditentukan.
1
 Merujuk pada kutipan firman Allah SWT dalam surat Al – 

Baqarah ayat 196,  dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa haji dan 

umrah adalah untuk memenuhi kewajiban ziarah ke Baitullah karena Allah. 

       ِِ والْحَجَِِ وَالْعُمْرَة لِِلَ وَأتَمُِّ     

Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah Haji dan Umrah karena Allah”.  

   (QS. Al – Baqarah : 196).
2
 

 

Haji pada hakikatnya merupakan sarana dan media bagi umat Islam 

untuk melaksanakan ibadah ke Baitullah dan Tanah Suci setiap tahun. Karena 

setiap tahun sebagian umat Islam dari seluruh dunia datang untuk menunaikan 

ibadah haji. Adapun ibadah umrah pada hakikatnya menjadi sarana dan media 

bagi umat muslim untuk beribadah ke Tanah Suci setiap saat dan waktu. 

Karena pada saat itu umat muslim datang dan berziarah ke Ka‟bah untuk 

melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tidak hanya pada 

saat tahun haji, akan tetapi pada setiap saat, ketika orang melaksanakan ibadah 

umrah.
3
 Ibadah haji termasuk salah satu rukun Islam yang diwajibkan oleh 

                                                 
 1 Istianah, Proses Haji dan Maknanya, Jurnal Akhlak dan Tasawuf Vol. 2, No. 1, 

(2016), 31.  

 2 Al – Qur‟an Al – Karim, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2015).  

 3 Fauzanah, Manajemen Operasional Jamaah Umrah di PT. Mina Wisata Islami 

Surabaya, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015), 2. 

1 
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Allah  SWT, Bagi setiap muslim yang mampu mengerjakanya sekali seumur 

hidup. 

Allah berfiman: 

ِِعَلىَِالناَسِِ ِعَهِِِوَلِِلّه َِغَنيٌِّ
ِِۗوَمَهِْكَفرََِفاَنَِِاّللّه ِالْبيَْتِِمَهِِاسْتطََاعَِالِيَْهِِسَبيِْلًا حِجُّ

لمَِيْهَِ ٧٩الْعه  

Artinya :“(Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah 

melaksanakan ibadah Haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang 

mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa yang 

mengingkari (kewajiban Haji, maka sesungguhnya Allah 

Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam”. 

(QS. Al – Imran : 97).
4
 

Salah satu syarat sah ibadah haji adalah waktu karena ibadah haji harus 

dilaksanakan pada bulan yang telah ditentukan. Ibadah haji dilaksanakan pada 

bulan – bulan haji, yaitu mulai dari Syawwal sampai sepuluh hari pertama 

Dzulhijjah yang inti ibadahnya dilakukan pada 8-13 Dzulhijjah.
5
 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya 

beragama Islam. Dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji, tentu diperlukan 

sebuah sistem manajemen yang baik. Hal ini dikarenakan menyangkut 

kesejahteraan dan kelancaran jamaah dalam melaksanakan rangkaian ibadah 

haji, baik dari keberangkatan ke Tanah Suci hingga kepulangan ke Indonesia. 

Penyelenggaraan sistem dan manajemen haji dimaksud agar pelaksanaan 

ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai 

dengan tuntutan agama, serta jamaah dapat melaksanakan ibadah secara 

mandiri sehingga memperoleh haji yang mambrur.
6
 

Hal ini sejalan dengan Undang – Undang penyelenggaraan Haji UU 

No.13 tahun 2008 tentang penyelengaraan ibadah haji. Sesuai peraturan 

tersebut, penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah 

yang dikoordinasikan oleh Menteri Agama RI. Hal tersebut berdasarkan 

pertimbangan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional 

                                                 
 4 Al – Qur‟an Al – Karim, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2015). 

 5 Tata Sukayat, Manajemen Haji, Umrah dan Wisata Agama, (Bandung: Simbiosis 

Rekatama Media, 2016), 8-10. 

 6 Muhammad Ali Yusni, Studi Tentang Pelayanan Haji di Kementerian Agama Kota 

Samarinda, eJurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 3, No.  1, (2015). 319. 
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dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa. Penyelenggaraan haji oleh 

pemerintah dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas dan 

akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Penyelenggaraan haji oleh pemerintah 

bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang 

sebaik-baiknya bagi jamaah haji, sehingga jamaah haji dapat menunaikan 

ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Pemerintah berkewajiban 

melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan 

layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, trasnportasi, 

pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal – hal lain yang diperlukan oleh 

jamaah haji.
7
 

Dilatar belakangi dengan adanya kenyataan bahwa ibadah haji 

merupakan ibadah yang diminati masyarakat muslim, sehingga dari tahun ke 

tahun terus terjadi peningkatan pendaftaran jamaah haji. Peningkatan minat 

melaksanakan ibadah haji ini memunculkan dinamika dan problematika dalam 

penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji.
8
 

Pada hakikatnya penyelenggaraan ibadah haji merupakan pelayanan yang 

termasuk bagian dari pelayanan publik. Setiap pelayanan publik harus 

memperhatikan kepuasan publik. Sebab itu, peningkatan kualitas pelayanan 

haji perlu terus dilakukan, sebab hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat 

kepuasan para jamaah yang melaksanakan haji.
9
 

Keikut sertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan manajemen 

penyelenggaraan ibadah haji.
10

 Mengingat penyelenggaraan ibadah haji 

merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat dan nama baik bangsa, hal 

ini bertujuan agar terjalin keselarasan antara pemerintah dan masyarakat dalam 

mewujudkan pelayanan yang baik sesuai dasar hukum yang telah ditetapkan. 

                                                 
 7 Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang kehidupan 

keagamaan, “Kepuasan Jamaah Haki Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 

1430H/2009M”, (Jakarta: 2011), hlm. 1 

 8 Muhammad Ali Yusni, Loc.Cit. 

 9 Tata Sukayat, Manajemen Haji, Umrah dan Wisata Agama, (Bandung: Simbiosis 

Rekatama Media, 2016), hlm. 82 

 10 Ibid, 77. 
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Penyelenggaraan haji menjadi tanggung jawab pemerintah di bawah 

koordinasi Menteri Agama, dalam hal teknis pelaksanaannya diselenggarakan  

Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah  melalui Kementerian Agama. 

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka Kementerian 

Agama terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagai 

mana diamanahkan dalam Undang – Undang No.25 tahun 2009 tentang 

pelayanan publik, Mentri Agama Republik Indonesia mengeluarkan keputusan 

yang tertuang pada Undang – Undang No.109 Tahun 2017 tentang Standar 

Pelayanan pada Kementerian Agama, guna menyusun standar pelayanan dalam 

rangka keseragaman penyelenggaraan pelayanan publik agar dapat 

diselenggarakan secara terukur, berkualitas, terjangkau, sederhana, cepat, dan 

sesuai.
11

 

Kementerian Agama kota Batam merupakan Kementerian Agama 

Nasional yang terletak di Kota Batam dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan 

Undang  - Undang yang telah ditetapkan. Salah satu tugas pokok Kementerian 

Agama Kota Batam ialah melaksanakan penyelengaraan ibadah haji dan 

umrah, diantaranya meliputi pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta 

pengelolaan data dan informasi. 

Dalam menjalankan tugasnya, pelayanan di Kementerian Agama Kota 

Batam mengacu pada kepuasan pelanggan dengan maksud ingin memenuhi 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Pelanggan yang 

dimaksud salah satunya adalah calon jamaah haji Kota Batam. Hal ini tentu 

sejalan dengan penerapan budaya pelayanan prima dilingkungan Kementerian 

Agama. Mengingat urgensi pelayanan prima merupakan aspek penting dalam 

memberikan pelayanan yang baik, terkhusus kepada calon jamaah haji agar 

dapat merasakan pelayanan yang sangat baik sehingga berdampak pada 

kenyamanan dalam menjalankan proses penyelesaian administrasi hingga 

                                                 
 11 Keputusan Mentri Agama No.109 Tahun 2017, Tentang Standar Pelayanan Pada 

Kementerian Agama. 



5 

 

 

 

menjalankan ibadah dengan rasa aman dan nyaman, bermuara pada ketenangan 

dalam beribadah sehingga menjadikannya haji yang mabrur. 

Dikutip dari laman berita Kementerian Agama Provinsi Kepri, sepanjang 

tahun 2020, data pada Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu 

(SISKOHAT) tercat pendaftar haji Kota Batam berjumlah 1.327 jamaah
12

  Dari 

banyaknya jumlah pendaftar tentu diperlukan upaya atau usaha dalam 

memberikan pelayanan yang prima kepada calon jamaah haji.  

Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang sangat diharapkan oleh 

setiap calon jamaah haji. Apabila pelayanan yang diberikan kepada calon 

jamaah haji memuaskan, maka kualitas pelayanan serta upaya – upaya dalam 

memberikan pelayanan yang prima dapat dikatan berhasil. Namun sebaliknya, 

apabila pelayanan yang diberikan buruk maka kualitas pelayanan juga dapat 

dikatakan buruk serta berdampak pada kesan yang kurang baik pula. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk 

mengetahui dan memaparkan apa saja upaya yang dilakukan oleh Kementerian 

Agama Kota Batam dalam memberikan pelayanan yang prima terhadap calon 

jamaah haji dengan mengadakan penelitian lebih lanjut melalui sebuah karya 

ilmiah yang berjudul “Upaya Kementerian Agama Kota Batam dalam 

Memberikan Pelayanan Prima Terhadap Calon Jamaah Haji”. 

 

B. Penegasan Istilah 

1 Upaya 

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Upaya adalah usaha 

untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala 

sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih 

berdaya guna sesuai dengan maksud, tujuan, dan fungsi serta manfaat suatu 

hal tersebut dilaksanakan.
13

 

 

                                                 
 12 Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Sepanjang 2020 Tercatat 1.327 

PendaftarHaji Kemenag Batam, Di akses pada tanggal  22 Februari 2022. 

Https://kepri.kemenag.co.id/page/det/sepanjang-2020-tercatat-1-327-pendaftar-haji-batam.  

 13 Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 

574. 

https://kepri.kemenag.co.id/page/det/sepanjang-2020-tercatat-1-327-pendaftar-haji-batam
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2 Pelayanan Prima 

Pelayanan prima adalah pelayanan yang bermutu tinggi atau 

pelayanan yang sangat memuaskan melebihi dari apa yang diharapkan.
14

 

3 Jamaah haji 

Berdasarkan Undang – undang No.8 Tahun 2019, jamaah haji adalah 

warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk 

menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
15

 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan 

masalah yaitu: 

1. Apa upaya Kementerian Agama Kota Batam dalam memberikan pelayanan 

prima terhadap calon jamaah haji ? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui apa upaya Kementerian Agama Kota Batam dalam 

memberikan pelayanan prima terhadap calon jamaah haji.. 

2. Manfaat Penelitian 

a) Kegunaan Akademis 

1) Penelitian ini sebagai tambahan referensi terkait dengan Upaya 

Kementerian Agama Kota Batam Dalam Memberikan Pelayanan 

Prima terhadap calon Jamaah haji, sehingga dapat dijadikan rujukan 

jika nantinya ada yang melakukan penelitian serupa. 

2) Sebagai bahan bacaan untuk jurusan Manajemen Dakwah Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau 

  

                                                 
 14 Nurah Semil, Pelayanan Prima Instansi Pemerintah Kajian Kritis Pada Sistem 

Pelayanan Publik di Indonesia,(Jakarta: Kencana, 2018), 1. 

 15 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 pasal 1 Ayat 4. 



7 

 

 

 

b) Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pengkajian dan pembelajaran pada Program Studi Manajemen 

Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

2) Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program 

Sarjana Strata Satu (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial 

(S.Sos) Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan mempermudah 

penulis dalam penelitian ini, proposal ini ditulis dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB 1 :  PENDAHULUAN 

Bab Ini berisikan Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian serta 

Sistematika Penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORITIS 

Bab ini menguraikan tentang Kajian Teori, Kajian Terdahulu, 

dan Kerangka Pikir yang digunakan dalam penelitian. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi 

dan Waktu Penelitian, Informan Penelitian, Teknik 

Pengumpulan Data serta Teknik Analisa Data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM 

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, profil, sejarah, 

Arti Lambang, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, serta Tugas 

Pokok dan Fungsi. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN 

Bab ini penulis memaparkan hasil penelitian dan pembahasan 

dari hasil wawancara serta data – data mengenai Upaya 
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Kementerian Agama Kota Batam Dalam Memberikan 

Pelayanan Prima terhadap calon Jamaah haji. 

BAB VI :  PENUTUP 

Bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran – saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN



 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Terdahulu 

Untuk membandingkan dengan penelitian lain sekaligus untuk melihat 

posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian – penelitian lain yang pernah 

dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian 

ini adalah penelitian yang berjudul: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faris Hanafi Program Studi 

Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Tahun 2020. Dengan judul: “Optimalisasi Pelayanan Prima Pada Aktifitas 

Bimbingan Manasik Haji Di Kementerian Agama Kabupaten Gunung 

kidul”. Penelitian ini memfokuskan optimalisasi pelayanan prima terhadap 

aktifitas bimbingan mansik haji, sedangkan penulis lebih memfokuskan 

pada upaya Kementerian Agama Kota Batam dalam memberikan pelayanan 

prima terhadap calon Jamaah haji. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Deny Indrawan Saputra Program Studi 

Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 

Tahun 2018. Dengan judul: “Pelayanan Prima (Service Excellence) Di PT. 

Nur Dhuha Wisata”. Dalam penelitian ini berfokus kepada pelayanan prima 

pada penyelenggara tour and travel umrah dan haji plus, sedangkan penulis 

memfokuskan bagaimana upaya  Kementerian Agama.dalam memberikan 

pelayanan prima kepada calon jamaah haji. 

 Dari penelitian tersebut, penulis berkesimpulan bahwa upaya 

pelayanan prima adalah usaha atau ikhtiar dalam melakukan pelayanan sebaik 

mungkin kepada pelanggan sehingga tercipta rasa kepuasan dan berdampak 

pada timbulnya rasa kepercayaan kepada penyedia layanan tersebut. 

 

  

9 
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B. Kajian Teori 

1. Upaya 

a. Pengertian Upaya 

Dalam kamus estimologi, Upaya berarti yang didekati atau 

pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.
16

 Sedangkan menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upaya diartikan sebagai usaha kegiatan 

yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya 

juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, 

memecahkan persoalan mencari jalan keluar.
17

 Upaya juga diartikan 

sebagai bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama 

yang harus dilaksanakan.
18

  

Kementerian Agama kota Batam merupakan Kementerian Agama 

Nasional yang terletak di Kota Batam dibentuk oleh pemerintah 

berdasarkan Undang – Undang yang telah ditetapkan. Salah satu tugas 

pokok Kementerian Agama Kota Batam ialah Melaksanakan 

penyelengaraan ibadah Haji dan Umrah, diantaranya meliputi pelayanan, 

bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi.  

Dalam penelitian ini, upaya dapat difahami sebagai suatu langkah 

atau kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Batam 

dalam memberikan pelayanan prima terhadap calon jamaah haji dengan 

mengarahkan tenaga dan fikiran agar tercapai suatu tujuan yang telah 

ditetapkan melalui pelaksana tugas. 

Ibadah haji merupakan salah satu kegiatan dakwah, dimana dalam 

pelaksanaannya memerlukan sebuah sistem agar dapat mencapai tujuan 

dakwah yang telah ditentukan. Dalam mencapai suatu tujuan kegiatan 

dakwah terdpat langkah – langkah atau upaya yang terdiri dari:
19

 

                                                 
16 Muhammad Ngajenan, Kamus Estimologi Bahasa Indonesia, (Semarang: Dahara Prize, 

2006), 177. 
17 DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1250. 
18 Peter Salim, Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Modern English 

Press, 2002), 1187. 
19 Abd. Rosyad Shaleh, Manajemen Dakwah Islam, Cet.1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 

115. 
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1) Pemberian Motivasi 

2) Pembimbingan 

3) Penjalinan Hubungan 

4) Penyelenggaraan Komunikasi 

5) Pengembangan atau Peningkatan Pelaksana 

a) Pemberian Motivasi  

Motivasi diartikan sebagai kemampuan seorang manajer atau 

pemimpin dalam memberikan sebuah kegairahan, kegiatan dan 

pengertian, sehingga para anggotanya mampu untuk mendukung dan 

bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan organisasi sesuai tugas yang 

dibebankan kepadanya. Dengan demikian, motivasi merupakan 

dinamisator bagi para elemen dakwah secara ikhlas dapat merasakan, 

bahwa pekerjaan itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan 

kata lain bahwa motivasi adalah memberikan semangat atau dorongan 

kepada para pekerja untuk mencapai tujuan bersama dengan cara 

memenuhi kebutuhan dan harapan mereka serta memberikan sebuah 

penghargaan. 

Dengan adanya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab, maka akan 

membutuhkan rasa kecewa jika gagal dan merasa bahagia jika tujuannya 

berhasil. Selanjutnya jika perasaan tersebut sudah mengakar, maka fungsi 

motivasi sebagai sesuatu yang dirasakan sangat penting, akan tetapi ia 

juga sulit dirasakan, karena disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu : 

1. Motivasi dikatakan penting, karena berkaitan dengan peran pemimpin 

yang berhubungan dengan bawahannya. Setiap pemimpin harus 

bekerjasama melalui orang lain atau bawahannya, untuk itu diperlukan 

kemampuan memberikan motivasi kepada bawahannya. 

2. Motivasi sebagai sesuatu yang sulit, karena motivasi itu sendiri tidak 

bisa diamati dan diukur secara pasti. Karena untuk mengukurnya, 
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harus mengkaji lebih jauh perilaku masing – masing individu. Hal ini 

juga dipicu dengan teori motivasi yang berbeda – beda.
20

  

b) Pembimbingan   

Pembimbingan adalah merupakan tindakan pimpinan yang dapat 

menjamin terlaksananya tugas – tugas sesuai dengan rencana, ketentuan 

– ketentuan yang telah digariskan. Sehingga apa yang menjadi tujuan dan 

sasaran dakwah dapat dicapai dengan sebaik – baiknya.  

Bimbingan disini dapat diartikan sebagai tindakan pembimbingan 

yang dilakukan oleh pimpinan terhadap pelaksana tugas, dilakukan 

dengan jalan memberikan perintah atau petunjuk serta usaha – usaha 

lainnya yang bersifat mempengaruhi dan menetapkan arah tindakan 

mereka.
21

  

Dan perlu diperhatikan juga bawa seorang pemimpin yang berhasil 

dalam membimbing bukanlah karena kekuasaannya, tetapi karena 

kemampuannya memberikan motivasi dan kekuatan kepada orang lain. 

Pada tangga inilah puncak loyalitas dari pengikutnya akan terbentuk. 

Disisi lain juga harus ada hubungan timbal balik antara si penerima dan 

si pemberi untuk melaksanakan dengan kesadaran dan tanggungjawab 

serta motivasi yang kuat untuk melaksanakan dengan sebaik – baiknya. 

Dengan begitu akan timbul sebuah organisasi dan koordinasi terhadap 

berbagai tugas yang diberikan, sehingga sasaran dalam sebuah organisasi 

dapat terarah dan terlaksana.
22

 

c) Penjalinan Hubungan   

Untuk menciptakan kerjasama yang solid dalam organisasi atau 

lembaga, maka dituntut sebuah kecerdasan dan kerjasama yang baik oleh 

para pemimpin. Dalam hal ini para pemimpin harus mampu memberikan 

seperangkat tujuan yang memungkinkan untuk dicapai, juga dapat 

dijadikan untuk tujuan masa depan. Oleh karena itu, para anggota atau 

                                                 
20 M.Munir, Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, Ed.1. Cet.1. (Jakarta: Prenada Media, 

2006), 141 – 142. 
21 Abd. Rosyad Shaleh, Op.Cit, 117 – 118. 
22 M.Munir, Wahyu Ilaihi, Op.Cit, 153. 
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kelompok harus diberikan sebuah fleksibilitas dalam mengatur tindakan 

sendiri.
23

 Selain itu satu langkah yang dapat digunakan dalam menjalin 

hubungan ialah dengan mengadakan musyawarah, wawancara dengan 

para pelaksana tugas, buku pedoman dan tata kerja serta memo 

berantai.
24

 

Definisi dari sebuah tim adalah sebagai dua orang atau lebih yang 

berinteraksi dan saling mempengaruhi kearah tujuan bersama. Untuk itu 

diperlukan sebuah jalinan hubungan yang harmonis antara semua elemen 

yang terkait dalam aktivitas tersebut.
25

 

d) Penyelenggaraan Komunikasi   

Dalam proses kelancaran komunikasi, yakni suatu proses yang 

digunakan oleh manusia dalam usaha untuk membagi arti lewat transmisi 

pesan simbolis merupakan hal yang sangat penting. Karena tanpa 

komunikasi yang efektif antara pemimpin dengan pelaksana, maka pola 

hubungan dalam sebuah organisasi akan berhenti, sebab komunikasi akan 

memengaruhi seluruh sendi organisasi
26

 serta berdampak pada 

keterhambatan dalam mencapai tujuan. 

Dalam proses komunikasi ini akan terjadi sebuah proses yang 

melibatkan orang, yang mencoba memahami cara manusia saling 

berhubungan. Kinerja komunikasi sangat penting dalam sebuah 

organisasi. Adapun manfaat dari penyelenggaraan komunikasi sebagai 

sarana yang efektif dalam sebuah organiasi adalah : 

1) Komunikasi dapat menempatkan orang – orang pada tempat yang 

seharusnya. 

2) Komunikasi menempatkan orang – orang untuk terlibat dalam 

organisasi, yaitu dengan meningkatkan motivasi untuk 

menghasilkan kinerja yang baik dan meningkatkan komitmen 

terhadap organisasi. 

                                                 
23 Ibid, 158. 
24 Abd. Rosyad Shaleh, Op.Cit, 124 – 125. 
25 M.Munir, Wahyu Ilaihi, Op.Cit, 154.  
26 Ibid,159. 
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3) Komunikasi menghasilkan hubungan dan pengertian yang baik 

antara atasan dan bawahan, mitra, orang – orang diluar organisasi. 

4) Menolong orang – orang untuk mengerti perubahan.
27

 

e) Pengembangan atau Peningkatan Pelaksana   

Pengembangan dan peningkatan pelaksana, merupakan langkah 

yang harus ditempuh dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaksana 

dalam menjalankan tugas. Selain itu, hal ini juga berdampak pada 

terciptanya hubungan yang baik antara pimpinan dan pelaksana tugas 

serta membangun sistem komunikasi yang baik sehingga mempermudah 

dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Pengembangan dan peningkatan pelaksana mempunyai arti 

penting. Sebab dengan adanya usaha memperkembangkan para 

pelaksana, diharapkan agar dapat mencapai suatu tujuan secara efektif 

dan efisien. Pemimpin yang mengabaikan tugas yang sepenting ini, 

haruslah bersedia menerima akibatnya berupa stagnasi, bahkan mungkin 

kegagalan dari sebuah peroses yang dipimpinnya.
28

 

Peningkatan pelaksana dapat diartikan sebagai pengembangan 

atau peningkatan dari sisi infrastruktur maupun kapasitas pegawai. 

Karena hal ini akan berdampak pada kesiapan dalam memberikan 

pelayanan yang prima. Apabila kapasitas pegawai dan infrastruktur 

memadai, maka akan semakin mempermudah pula dalam mencapai 

tujuan – tujuan yang telah ditetapkan. 

2. Pelayanan Prima 

a. Pengertian Pelayanan Prima 

Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah “Excellent 

service” yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. 

Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar 

pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan. 

Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada 

                                                 
27 Ibid, 159 – 160.  
28 Abd. Rosyad Shaleh, Op.Cit, 130 – 131.  
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masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur 

pemerintah sebagai abdi masyarakat.
29

 

Menurut Atep pelayanan prima adalah kepedulian kepada 

pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi 

kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya, agar 

mereka selalu loyal kepada organisasi atau perusahaan.
30

 

Pada dasarnya, pelayanan prima adalah pelayanan yang sesuai 

dengan harapan pelanggan. Serta pelayanan prima (Excellent service) 

ialah pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan 

harapan dan kepuasan pelanggan, sehingga dalam pelayanan prima 

terdapat dua elemen penting yang saling berkaitan yaitu pelayanan dan 

kualitas. 

Pelayanan prima adalah bagaimana merumuskan visi dan misi 

yang mendukung terciptanya pelayanan prima, kualitas pelayanan yang 

diterapkan, mengembangkan profesionalisme dan keterampilan 

melayani konsumen  atau para calon jamaah haji, mewujudkan 

kepuasan dan loyalitas pelanggan. Sederhananya pelayanan prima 

adalah pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan 

harapan dan kepuasan pelanggan. Sehingga dalam pelayanan prima 

terdapat dua elemen penting yang saling berkaitan yaitu pelayanan dan 

kualitas.
31

 

Pelayanan prima adalah pelayanan yang memiliki ciri khas 

kualitas, ciri khas yang baik meliputi kemudahan, kecepatan, ketetapan, 

kehandalan dan emphaty dari petugas dalam pemberian dan 

penyampaian pelayanan kepada pelanggan yang berkesan kuat yang 

dapat langsung dirasakan pelanggan waktu itu dan saat itu juga.
32

 

 

 

                                                 
 29 Daryanto, Ismanto Setyobudi, Konsumen dan Pelayanan Prima, (Yogyakarta: 

Gava Media, 2014), 107. 

 30 Atep Adya Barata, Dasar – dasar Pelayanan Prima Persiapan Membangun 

Budaya Pelayanan Prima Untuk Meningkatkan Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan, (Jakarta, Elex 

Media Komputindo, 2003), 27. 
31 Tatik Suryani, Dkk, Manajemen Koperasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 8. 

32 Nina Rahmayanty, Manajemen Pelayanan Prima, Cet. 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2010), 17. 
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b. Konsep Pelayanan Prima 

Berdsarkan konsep A3, pelayanan prima yang diberikan kepada 

pelanggan terbagi menjadi 3 konsep, yakni dengan menggunakan 

pendekatan sebagai berikut: 

1) Attitude (Sikap) 

Dalam menjalakan konsep pelayanan prima kepada 

pelanggan, sikap atau attitude merupakan poin yang utama. Sikap 

yang ramah dan sabar dalam melakukan pelayanan kepada 

konsumen, baik itu pelanggan kelas atas maupun pelanggan kecil 

harus ditetapkan dengan seimbang. Untuk menciptakan kesan 

attitude yang baik dimata konsumen, maka para pegawai yang 

berinteraksi langsung dengan konsumen wajib menggunakan bahasa 

sopan, cekatan dalam menangani keluhan, dan menjadikan 

pelanggan sebagai seorang raja. 

Kesuksesan suatu perusahaan jasa pelayanan akan sangat 

tergantung pada orang – orang yang terlibat dalam menjalankan 

perusahaan tersebut. Beberapa sikap yang diharapkan seperti yang 

memiliki rasa bangga terhadap pekerjaan yang dilakukan, mengabdi 

kepada pekerjaan yang dilakukan, selalu menjaga citra baik 

perusahaan dan lain – lain. 

Setiap karyawan suatu perusahaan seharusnya memiliki sikap 

yang ramah penuh simpatik dan menjunjung tinggi profesionalisme 

pekerjaannya serta mepunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap 

perusahaan. 

Tentunya pada konsep sikap ini pegawai pelayanan harus 

memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan pekerjaannya, 

memiliki pengetahuan atau keterampilan yang sesuai dengan 

pekerjaannya, dan bisa berkomunikasi dengan baik. dan yang harus 

diperhatikan bahwa pegawai harus berpenampilan menarik dan 

sopan sesuai peraturan perusahaan, 
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Pelayanan perima berdasarkan sikap adalah pemberian 

pelayanan kepada para pelanggan dengan fokus pada perbaikan 

sikap (attitude), pelayanan prima berdasarkan sikap ini meliputi: 

a) Pelayanan dengan penampilan serasi. 

b) Pelayanan dengan pikiran positif. 

c) Pelayanan prima dengan sikap menghargai. 

2) Attention (Perhatian) 

Attention atau perhatian adalah tindakan untuk memperhatikan 

keinginan pelanggan serta fokus dalam menciptakan kepuasan 

konsumen. Atensi tersebut dapat diwujudkan dengan berbagai cara, 

misalnya mencermati karakter konsumen yang datang, memahami 

kepentingan dan kebtuhan pelanggan, serta mampu memberikan 

nasihat kepada pelanggan jika diperlukan.
33

 

Perhatian adalah bentuk kepedulian kepada pelanggan/tamu 

yang berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta 

pemahaman atas saran dan kritik yang diberikan. Saat melakukan 

pelayanan kepada konsumen, maka perlu memperhatikan dan 

mencermati keinginan konsumennya. Jika konsumen sudah 

menunjukkan niat untuk membeli suatu barang atau jasa yang telah 

ditawarkan maka segera layani dan tawarkan bantuan yang dia 

perlukan sehingga konsumen merasa diperhatikan, dan keinginannya 

dapat terpenuhi. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konsep ini seperti 

mengucapkan salam saat memulai pembicaraan, bertanya apa saja 

yang di inginkan konsumen, memahami keinginan konsumen, 

melakukan pelayanan dengan ramah, tepat dan cepat serta harus 

menempatkan kepentingan konsumen menjadi yang paling utama, 

karena konsumen adalah raja. 

                                                 
33 Daryanto, Ismanto Setyobudi, Konsumen dan Pelayanan Prima, (Yogyakarta: Gava 

Media, 2014), 117 – 120.  
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Perhatian atau (Attention) adalah kepedulian penuh terhadap 

pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan maupun pemahaman atau saran dan kritiknya.
34

 

Hal – hal lain yang perlu diperhatikan menyangkut bentuk – 

bentuk pelayanan berdasarkan konsep perhatian adalah sebagai 

berikut: 

a) Mengucapkan salam sebagai pebuka pembicaraan. 

b) Menanyakan apa saja keinginan pelanggan. 

c) Mendengarkan dan memahami keinginan pelanggan 

d) Melayani pelanggan dengan cepat, tepat dan ramah  

e) Menempatkan kepentingan pelanggan pada nomor satu.
35

 

3) Action (Tindakan) 

Setelah anda memulai pelayanan ke konsumen dengan 

(attitude) yang bagus, dan kemudian memperhatikan segala hal yang 

menjadi keinginan konsumen (attention), maka Langkah berikutnya 

adalah segera melakukan tindakan (Action) guna mewujudkan apa 

yang diharapkan oleh konsumen. Action yang dilakukan hendaknya 

memenuhi prinsip cepat, tepat, hemat dan selamat.
36

 

Dalam konsep tindakan, misalnya seorang pegawai pada 

bagian pelayanan harus selalu memperhatikan dan mencermati apa 

yang menjadi keinginan konsumen. Jika pelanggan sudah 

menunjukkan minat untuk membeli produk, maka segera layani 

pelanggan tersebut dan tawarkan bantuan yang mungkin dia butuhkan 

supaya pelanggan merasa puas terhadap pelayanan tersebut. 

Bentuk – bentuk pelayanan berdasarkan konsep tindakan 

sebagai berikut: 

                                                 
 34 Atep Adya Barata, Dasar – dasar Pelayanan Prima Persiapan Membangun 

Budaya Pelayanan Prima Untuk Meningkatkan Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan, (Jakarta, Elex 

Media Komputindo, 2003), 32. 

 35 Nashar, Kualitas Pelayanan Akan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat, 

(Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 24. 

 36 Daryanto, Ismanto, Konsumen dan Pelayanan, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), 

118. 
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a) Segera mencatat pesanan pelanggan 

b) Menegaskan kembali kebutuhan/pesanan pelanggan 

c) Menyelesaikan transaksi pembayaran pesanan/pelanggan 

d) Mengucapkan terimakasih diiringi harapan pelanggan akan 

  kembali lagi.
37

 

c. Tujuan dan Manfaat Pelayanan Prima 

Tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang 

dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta 

memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan prima 

dalam sector publik didasarkan pada aksioma bahwa “Pelayanan adalah 

pemberdayaan”. Pelayanan pada sektor publik bertujuan memenuhi 

kebutuhan masyarakat secara sangat baik atau terbaik.
38

 

Pelayanan prima bertujuan memberdayakan masyarakat, bukan 

memperdayakan, sehingga akan menumbuhkan kepercayaan publik 

atau masyarakat kepada pemerintahnya. Adapun kepercayaan adalah 

modal awal atau modal dari kolaborasi dan partisipasi masyarakat 

dalam program – program pembangunan.
39

 

Pelayanan prima akan bermanfaat bagi upaya peningkatan 

kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat sebagai pelanggan 

dan sebagai acuan pengembangan penyusun standar pelayanan. 

Penyedia layanan, pelanggan, atau stakeholder dalam kegiatan 

pelayanan akan memiliki acuan tentang bentuk, alasan, waktu, tempat 

dan proses pelayanan yang seharusnya.
40

 

Jadi, pelayanan prima adalah suatu pelayanan yang sangat baik 

dengan sistem yang dapat menyediakan sesuatu yang dibutuhkan oleh 

publik. Memenuhi kebutuhan praktis dan ekonomi publik dengan 

memperhatikan indikator determinan utama kualitas jasa, serta 

                                                 
37 Nashar,  Loc.Cit. 
38 Daryanto, Ismanto, Op.cit, 108. 
39 Ibid, 124 – 125. 
40 Ibid, 109. 
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menumbuh kembangkan budaya kualitas sehingga pelayanan yang 

diberikan berkesan dan dapat dirasakan langsung oleh publik. 

d.  Pentingnya Pelayanan Prima 

Pelayanan prima memiliki peran penting dalam bidang bisnis baik 

dari sisi pelanggan internal maupun pelanggan external, karena sangat 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan kepada organisasi atau 

perusahaan. Demikian pula halnya jika pelayanan prima ini dilakukan 

oleh organisasi non komersil maupun pemerintah. 

Salah satu pelayanan prima pelanggan internal ialah berupa 

pemberian fasilitas kepada orang – orang yang terlibat dalam proses 

produksi  barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Hal ini bertujuan 

untuk mendukung kelancaran proses peroduksi barang atau jasa sehingga 

dapat mewujudkan pelayanan prima bagi pelanggan external. 

Kewajiban penerapan budaya pelayanan prima secara internal 

adalah kunci sukses untuk mewujudkan pelayanan prima bagi pelanggan 

external. 

Pelayana prima pelanggan external ialah berupa terpenuhinya 

kebutuhan dan keinginan pelanggan external terhadap barang atau jasa 

yang ditawarkan oleh perusahaan. Hal ini akan berdampak kepada 

loyalitas pelanggan external terhadap perusahaan, sehingga dari waktu ke 

waktu perusahaan akan mampu memelihara dan meningkatkan penjualan 

barang atau jasa, dan sekaligus dapat meraih keuntungan sebagaimana 

yang diharapkan. 

Begitu pula dengan pelayanan prima pada organisasi non komersil 

dan instansi pemerintah. Persoalan ini berkaitan dengan implementasi 

pola manajemennya untuk memfasilitasi kebersamaan, kerjasama, dan 

upaya – upaya lain yang dapat diwujudkan agar para pengurus dan 

pegawai dapat bekerja sesuai dengan tujuan dari organisasi nirlaba dan 

instansi pemerintah yang bersangkutan. Pelayanan prima yang diberikan 

kepada masyarakat, diharapkan akan timbul loyalitas atau kepatuhan dari 
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mereka, sehingga organisasi/instansi yang bersangkutan mampu menarik 

manfaat untuk menyelesaikan misinya.
41

 

e. Dimensi Kualitas Pelayanan Prima 

Mewujudkan layanan prima merupakan hal yang tidak mudah. 

Banyak faktor  yang perlu diperhatikan secara cermat, karena upaya 

penyempurnaan kualitas layanan berdampak signifikan terhadap budaya 

organisasi secara keseluruhan. Di antara berbagai faktor yang 

mendapatkan perhatian utama adalah mengidentifikasi determinan utama 

kualitas layanan, mengelola expetasi pelanggan, mengelola bukti 

(evidence) kualitas layanan, mendidik konsumen tentang layanan, 

menumbuh kembangkan budaya kualitas, menciptakan automating 

quality, menindak lanjuti layanan, dan mengembangkan sistem informasi 

kualitas layanan.
42

 

Dalam mewujudkan pelayanan prima diperlukan dimensi yang 

dapat mengukur kualitas layanan sebagai dasar dalam mewujudkan 

strategi pelayanan prima. Menurut Parasuraman, Zeithaml dan Berry, 

dalam melakukan riset awalnya kepada sejumlah industri jasa, berhasil 

menghasilkan 10 identifikasi dimensi kualitas pelayanan. Namun  setelah 

melakukan riset lanjutan, berhasil mengerucutkan yang awalnya terdiri 

dari 10 dimensi, menjadi 5 dimensi layanan pokok sesuai urutan tingkat 

kepentingan dan relatifnya sebagai berikut: 

1) Reliabilitas (reliability) 

Berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menyampaikan 

layanan yang dijanjikan secara akurat sejak awal. 

  

                                                 
 41 Atep Adya Barata, Dasar – dasar Pelayanan Prima Persiapan Membangun 

Budaya Pelayanan Prima Untuk Meningkatkan Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan, (Jakarta, Elex 

Media Komputindo, 2003), 32 – 34. 

 42 Fandy Tjiptono, Service Management Mewujudkan Layanan Prima, Ed. 1, 

(Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008), 99. 
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2) Daya Tanggap (responsiveness) 

Berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan penyedia layanan 

untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan mereka 

dengan segera. 

3) Jaminan (assurance) 

Berkenaan dengan pengetahuan dan kesopanan karyawan serta 

kemampuan mereka dalam menumbuhkan rasa percaya (trust) dan 

keyakinan pelanggan (confidence). 

4) Empati (empathy) 

Hal ini berarti bahwa perusahaan memahami masalah para 

pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta 

memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki 

jam operasi yang nyaman. 

5) Bukti Fisik (tangibles) 

Berkenaan dengan penampilan fisik fasilitas layanan, 

peralatan/perlengkapan, sumber daya manusia, dan materi komunikasi 

perusahaan.
43

 

3. Haji 

a. Pengertian Calon Jamaah Haji 

Pengertian calon menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah orang yang akan menjadi, atau orang yang di-didik dan 

mempersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu atau orang 

diusulkan atau dicadangkan supaya dipilih atau diangkat menjadi sesuatu. 

Sedangkan pengertian jamaah atau jemaah menurut kamus besar bahasa 

Indonesia adalah kumpulan atau rombongan orang yang beribadah.
44

 

Menurut Undang – undang nomor 8 Tahun 2019 pada Pasal 1 Ayat 

4, jamaah haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah 

                                                 
 43 Fandy Tjiptono, Op.Cit, 95. 

 44 Anugrah Rachmadi, Studi Tentang Recruitmen Calon Jamaah haji Dalam 

Keberangkatan Ke Saudi Arabia Di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, eJournal Ilmu 

Pemerintahan, Vol. 2, No. 2, (2014): 2376. 
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mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan.
45

  

Dalam penelitian ini, calon jamaah haji adalah rombongan kaum 

muslimin yang menunaikan ibadah haji (ke Tanah Suci Mekkah) pada 

waktu tertentu dan dengan cara tertentu pula, dalam rangka memenuhi 

perintah Allah dan mengharapkan ridha-Nya.
46

 

Adapun ruang lingkup atau klasifikasi jamaah adalah sebagai 

berikut : 

1) Jamaah haji mandiri adalah jamaah haji yang memiliki kemampuan 

mengikuti perjalanan ibadah haji tanpa tergantung kepada bantuan 

alat/orang lain. 

2) Jamaah haji observasi adalah jamaah haji yang memiliki kemampuan 

mengikuti perjalanan ibadah haji dengan bantuan alat/obat. 

3) Jamaah haji pengawasan adalah jamaah haji yang memiliki 

kemempuan mengikuti perjalanan ibadah haji dengan bantuan orang 

lain. 

4) Jamaah haji tunda adalah jamaah haji yang kondisi kesehatannya 

tidak memenuhi syarat untuk mengikuti perjalanan haji. 

5) Jamaah haji resiko tinggi adalah jamaah dengan kondisi kesehatan 

yang secara epidemologi beresiko sakit atau mati selama perjalanan 

ibadah haji. Meliputi : 

a) Jamaah haji lanjut usia 

b) Jamaah haji penderita penyakit menular tertentu yang tidak boleh 

terbawa keluar dari indonesia berdasarkan peraturan kesehatan 

yang berlaku 

c) Jamaah haji wanita yang hamil. 

Pengklasifikasian ini bertujuan agar pemerintah dapat dengan 

mudah mengetahui mana jamaah yang sakit tetapi dapat diberangkatkan 

dan jamaah yang sakit dan tidak dapat diberangkatkan. Serta jamaah 

                                                 
 45 Undang – undang  Republik Indonesia Nomor  8 Tahun 2019 pasal 1 Ayat  4. 

 46 Anugrah Rachmadi, Op.cit, 2377. 
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yang tidak memiliki penyakit sehingga sudah pasti dapat diberangkatkan 

dan dapat mengikuti ibadah haji tanpa bantuan dari orang lain.
47

 

b. Pengertian Haji 

Menurut bahasa, haji berasal dari bahasa Arab, yang artinya 

ziarah/berkunjung. Sedangkan menurut istilah syara‟, haji adalah 

berziarah (berkunjung) ke Ka‟bah di Makkah Al Mukarramah untuk 

beribadah kepada Allah SWT dengan melakukan ihram, thawaf, sa‟I, 

wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, melontar jamarat dan 

tahalul.
48

 

Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2019 pada Pasal 1 

Ayat 1, ibadah haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang 

mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, 

masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
49

 

c. Syarat Haji 

Hukum menunaikan Ibadah Haji adalah wajib bagi setiap muslim 

yang telah sesuai dengan syarat – syaratnya. Syarat haji ialah: 

1) Islam. 

2) Baligh (dewasa). 

3) Aqil (berakal sehat). 

4) Merdeka (bukan hamba sahaya). 

5) Istito‟ah (mampu), baik secara jasmani, rohani, ekonomi, maupun 

keamanan dalam perjalanan.
50

 

d. Rukun Haji 

Rukun haji ialah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam 

ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan yang lain, meskipun dengan 

Dam. Jika ditinggalkan maka tidak sah hajinya. 

 

                                                 
47 Pedoman Teknis Kesehatan Jamaah Haji, (Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan 

RI: 2010) 
48 Ahmad Kartono, Sarmidi Husna, Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama fikih, 

Cet.1, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2013), 13. 
49 Undang – undang  Republik Indonesia Nomor  8 Tahun 2019 pasal 1 Ayat  1. 
50 Ahmad Kartono, Sarmidi Husna, Op.Cit, 23. 
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Menurut Syafi‟iyyah rukun Haji ada 6, yakni: 

1) Ihram 

Secara etimologi Ihram adalah mengharamkan dari kata “ahrama, 

yuhrimu, ihraman”. Sedangkan secara terminologi adalah berniat untuk 

melakukan haji atau umrah dengan memakai pakaian khusus (ihram). 

Ihram bukan hanya sekedar memakai pakaian ihram dan menjauhi hal – 

hal yang diharamkan dalam pelaksanaan haji, tapi ihram adalah niat 

memasuki prosesi haji. 

2) Wukuf di Arafah 

Wukuf pada dasarnya ialah pelaksanaan  memohon ampunan 

kepada Allah SWT. Wukuf adalah masdar dari “waqafa, yaqifu, 

wuqufan”, yang bermakna berhenti. Sedangkan maksud dari wukuf 

adalah hadir di Arafah pada waktunya, yaitu antara setelah matahari 

tergelincir ke barat pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar di 

malam tanggal 10 Dzulhijjah. 

Wukuf di Arafah ini adalah puncak amalan ibadah haji. Tanpa 

wukuf di Arafah secara sah, maka tidak sah pula hajinya. 

3) Thawaf Ifadhah 

Thawaf secara etimologi adalah mengelilingi, yang berasal dari 

masdar “thafa, yathufu, thawaf ”. Sedangkan secara terminologi adalah 

mengelilingi Ka‟bah sebanyak 7 kali putaran dan Ka‟bah selalu berada di 

sebelah kiri serta diakhiri pada sejajar Hajar Aswad. 

4) Sa‟I  

Sa‟I bersal dari kata “sa‟a, yas‟a, sa‟yan”, yang berarti berusaha, 

bertindak, bergerak. Maksud dari Sa‟I adalah berjalan antara shofa dan 

marwah sebanyak 7 kali. Sa‟I dilakukan setelah Thawaf, baik Thawaf 

umrah maupun Thawaf Ifadhah. 

Sa‟I adalah salah satu rukun haji dan umrah yang tidak bisa 

ditinggalkan dan apabila tidak dilakukan maka hajinya tidak sah dan 

harus mengulang. 
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5) Tahalul 

Tahalul adalah berwazan tafa‟alah dari “tahallala, yatahallu, 

tahallulan”, berarti bebas atau menghalalkan, artinya menghalalkan 

kembali segala perbuatan yang selama ibadah haji diharamkan, 

dilambangkan dengan memotong (mencukur) rambut (disunnahkan 

minimal tiga helai). 

6) Tertib (sesuai dengan urutan). 

e. Wajib Haji 

Wajib haji adalah sesuatu yang harus dikerjakan namun tidak 

menyebabkan batal haji, apabila tidak dikerjakan sendiri (boleh dilakukan 

oleh orang lain dengan membayar dam). Wajib haji adalah: 

1) Ihram dari Miqat yang telah ditentukan 

Tentang Ihram telah diterangkan di atas, yaitu berniat untuk 

melakukan haji atau umrah dengan memakai pakaian khusus (ihram), 

atau kedua – duanya dan dengan menjauhi hal – hal yang diharamkan 

dalam pelaksanaan haji. Akan tetapi hal ini (niat melakukan haji atau 

umrah) harus sesuai dengan tempat dan waktunya yang telah ditentukan 

oleh syara‟. 

2) Mabid (bermalam) di Muzdalifah 

Mabid adalah isim makan (tempat) dari kata “bata, yabitu, baitan, 

mabit”, yang bermakna tempat bermalam atau menginap. Mabit di 

Muzdalifah berarti berdiam di Muzdalifah pada malam 10 Dzul Hijjah 

setelah dari wukuf di Arafah. 

3) Melempar Jumrah 

Ramyu jamarat artinya adalah melempar Jumrah di Mina, ada tiga 

macam Jumrah, yaitu: Jumrah „Aqobah terletak paling dekat ke Makkah, 

Jumrah Wustho terletak ditengah. Jarak antara Jumrah Aqobah dan 

Jumrah Wustho kurang lebih 117 m. Jumrah Ula, yang terletak dekat 

Masjid Khaif. Jarak antara Jumrah Wushto dan Jumrah Ula kurang lebih 

156,5 m. 
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4) Bermalam di Mina 

Mabit, istilah ini telah dijelaskan di atas pada wajib haji. Mabit di 

Mina berarti bermalam atau berada di Mina pada hari – hari tertentu. 

5) Thawaf Wada‟ 

Thawaf artinya berkeliling, sebagaimana yang telah dijelaskan pada 

rukun Haji. Sedangkan wada‟ artinya meninggalkan atau berpisah. Maka, 

Thawaf Wada‟ adalah Tawaf yang dilakukan Ketika sudah ingin 

meninggalkan Makkah dan hukumnya wajib bagi jamaah haji. Apabila 

masih lama tinggal di Makkah sambil menunggu kepulangan, Thawaf 

Wada‟ dilakukan hingga menjelang kepulangannya.
51

 

3. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir atau juga diartikan sebagai kerangka teori dan dapat 

pula berupa penalaran logis. Kerangka pikir merupakan uraian ringkasan 

tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam 

menjawab pertanyaan peneliti.
52

 

Menurut Firdaus dan Fakhry Zamzam, terdapat perbedaan mendasar 

antara kerangka pemikiran teoritis dan alur pikir, namun keduanya 

merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. 

Dalam beberapa literatur kerangka pemikiran dikenal dengan asumsi 

dasar yang disusun oleh peneliti berdasarkan kerangka teori dalam kajian 

Pustaka dan penelitian sebelumnya. Asumsi dasar akan berkembang 

menjadi hipotesis penelitian, yang dikenal sebagai kesimpulan sementara 

yang harus dibuktikan kebenarannya. 

Sedangkan alur pikir adalah kerangka pemikiran teoritis yang 

digambar ke dalam suatu bagan, sehingga orang akan mudah memahami 

kerangka pemikiran penelitian tersebut. Sederhananya ialah kerangka pikir 

berbentuk verbal sedangkan alur pikir berbentuk gambar.
53

 

                                                 
51 Halimi Zuhdy, Sejarah Haji Dan Manasik, Cet.1, (Malang: UIN – Maliki Press, 2015), 

34 – 79. 
52 Cik Hasan Basri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi 

Bidang Ilmu Agama Islam, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2001), 4. 
53 Firdaus, Fakhry Zamzam, Aplikasi Metodologi Penelitian, Cet.1, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2018), 75. 
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 Kementerian Agama Kota Batam  

 

1. Pemberian Motivasi 

2. Pembimbingan 

3. Penjalinan Hubungan 

4. Penyelenggaraan Komunikasi 

5. Pengembangan atau Peningkatan Pelaksana 

Calon Jamaah haji  

Kota Batam  

Upaya Dalam Memberikan Pelayanan 

Prima Terhadap Calon Jamaah Haji 

 

Dasar penelitian ini adalah adanya kerangka pikir yang menjelaskan apa 

saja upaya Kementerian Agama Kota Batam dalam memberikan pelayanan prima 

terhadap calon Jamaah haji. Untuk mempermudah memahami kerangka pikir ini, 

maka penulis akan menjabarkan dalam bentuk bagan seperti di bawah ini: 

   

Skema Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran 

 



 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang 

bersifat kualitatif, dimana dalam proses pengumpulan data  peneliti menjadi 

alat utama pengumpul data melalui metode pengumpulan data berdasarkan 

pengamatan dan wawancara.
54

 

Bogdan dan Taylor mendefinisikan, metodologi kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata 

tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya 

peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam 

memberikan penafsiran terhadap hasilnya.
55

  

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif. 

Penelitian deskriptif yaitu melakukan, menganalisis dan menyajikan fakta 

secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan 

disimpulkan.
56

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di 

Kementerian Agama Kota Batam, jl.Mesjid Baiturrahman No.2, Sungai 

Harapan, Kecamatan Sekupang. 

2. Waktu Penelitian 

Sementara waktu penelitian ini dilaksanakan mulai bulan 09 April 

2022 s/d selesai. 

 

  

                                                 
54 Mamik, Metodologi Kualitatif, ( Taman  Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015),12. 
55 Ibid, 4. 
56 Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 6. 
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C. Sumber Data 

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama 

melalui prosedur dan teknik pengambilan data berupa interview, observasi 

maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai 

dengan tujuannya.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung 

yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip – arsip resmi.
57

 

D. Informan Penelitian 

Informan pada penelitian ini menggunakan teknik Purposive sampling. 

Purposive sampling adalah suatu teknik pengumpulan data yang sering 

digunakan dalam penelitian. Secara bahasa Purposive berarti sengaja. Artinya 

pemilihan informan dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan ciri – 

ciri tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.
58

 Dalam penelitian ini, penulis 

memilih informan yang dapat memberikan keterangan dan informasi mengenai 

masalah yang sedang diteliti dan berperan sebagai narasumber selama proses 

penelitian.  

1. Narasumber Kunci (Key Informan) 

Merupakan orang yang menjadi sasaran peneliti agar dapat 

memberikan penjelasan berbagai hal dengan penelitian dan tidak dibatasi 

dengan wilayah tempat tinggal. Dalam hal ini yang menjadi sasaran peneliti 

adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Kepala Seksi 

Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta 2 orang pegawai Seksi 

Penyelenggara Haji dan Umrah di Kementrian Agama Kota Batam. 

2. Informan Tambahan 

Merupakan orang yang memberikan sejumlah informasi umum 

mengenai narasumber kunci atau pelayanan yang diberikan terhadap calon 

                                                 
 57 Ibid, 36. 

 58 Johannes Supranto, Sampling dalam Auditing, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 3. 
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jamaah haji. Informan dalam narasumber tambahan ialah jamaah yang 

sudah atau baru mendaftar haji berjumlah 2 orang. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Observasi 

Observasi adalah melakukan pengamatan dan pencatatan suatu obyek, 

secara sistematik fenomena yang diselidiki.
59

 

Menurut Burhan Bungin, sesungguhnya yang dimaksud dengan 

metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian, data – penelitian tersebut dapat diamati oleh 

peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan 

peneliti melalui penggunaan pancaindra. 

2. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap 

muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang 

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 

wawancara.
60

 

Wawancara Kualitatif dilakukan bila peneliti bermaksud untuk 

memperoeh pengetahuan tentang makna – makna subjektif yang dipahami 

individu berkenaan dengan topik yang diteliti, dan bermaksud melakukan 

explorasi terhadap isu tersebut, suatu hal yang tidak dapat dilakukan melalui 

pendekatan lain.
61

 

3. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari 

                                                 
59 Sukandarrumidi dan Haryanto, Dasar – Dasar Penulisan Proposal Penelitian, 

(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), 35. 
60 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan 

Publik Serta Ilmu – ilmu Lainnya, Ed, 2, Cet, 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2006), 

136. 
61 Warul Walidin, dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory,(Banda 

Aceh: FTK Ar – Raniry Pers, 2015), 134. 
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seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Dokumen dibagi menjadi dua, yaitu dokumen peribadi yang meliputi 

buku harian, surat pribadi, dan autobiografi. Selain dokumen pribadi, juga 

ada dokumen resmi yang dibedakan menjadi dokumen intern (memo, 

pengumuman, instruksi, aturan lembaga untuk lapangan sendiri seperti 

risalah, laporan rapat, keputusan pimpinan kantor, dll) dan ekstern meliputi 

bahan – bahan informasi yang dikeluarkan suatu lembaga, seperti majalah, 

bulletin, berita – berita yang disiarkan ke media massa, pengumuman dan 

pemberitahuan. 

 

F. Validitas Data 

Salah satu syarat bagi analisis data adalah dimilikinya data yang valid 

dan reliabel. Untuk itu, dalam kegiatan penelitian kualitatif pun dilakukan 

upaya validasi data. Objektivitas dan keabsahan data penelitian dilakukan 

dengan melihat reliabilitas dan validitas data yang diperoleh.
62

 

Agar dapat terpenuhinya validitas dan reliabilitas data dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan metode triangulasi. 

Triangulasi adalah melihat realitas dari berbagai sudut pandang atau 

perspektif, dari berbagai segi sehingga lebih kredibel dan akurat.untuk 

membuat triangulasi, kita perlu mengoleksi tipe data yang berbeda – beda, 

sumber data yang berbeda, dalam waktu yang berbeda – beda pula, bahkan 

juga meminta bantuan orang lain untuk meneliti dan mencatat datanya. Dalam 

riset kualitatif, karena datanya banyak, peneliti dapat menyimpulkan data 

dengan validitas tinggi. Pada riset tindakan – karena sampelnya sedikit, bahkan 

hanya satu orang  kesimpulan menjadi lebih valid bila datanya diambil dari 

berbagai sudut pandang. Di sinilah triangulasi memiliki peran besar dalam 

menambah validitas penelitian tindakan, yang ditambah bukan subjeknya, 

tetapi menambahkan sudut pandangnya.
63

 

                                                 
62 Muhammad Idrus , Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif,Ed. 2, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 145. 
63 Paul Suparno, Riset Tindakan Untuk Pendidik, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008), 71. 
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Dengan mengacu kepada teori Denzim, terdapat 4 jenis Triangulasi 

dalam uji keabsahan hasil penelitian: 

1. Triangulasi Peneliti 

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas dan 

kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan. Perlu diketahui bahwa 

sebagai manusia, peneliti seringkali sadar atau tanpa sadar melakukan 

tindakan yang merusak kejujurannya ketika pengumpulan data, seperti 

melepaskan subjektivitasnya, bahkan melakukan rekaman yang salah 

terhadap data di lapangan.  

Melihat kemungkinan – kemungkinan ini, maka perlu dilakukan 

triangulasi terhadap peneliti,
64

 yakni dengan jalan memanfaatkan peneliti 

atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat 

kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi 

kemelencengan dalam mengumpulkan data.
65

 Hal ini sama dengan proses 

verifikasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh seorang 

peneliti.
66

 

2. Triangulasi Metode 

Triangulasi metode adalah proses uji keabsahan data dengan 

mengkonfirmasi data penelitian yang sudah diperoleh dengan metode yang 

berbeda.  

3. Triangulasi Sumber  

Triangulasi sumber adalah proses uji keabsahan data dengan cara 

mengkonfirmasi data penelitian yang sudah diperoleh pada sumber yang 

berbeda dengan pihak yang pertama kali memberikan data. Tujuannya 

adalah untuk memberi keyakinan pada peneliti bahwa data tersebut memang 

sudah sah dan sudah layak untuk menjadi data penelitian yang dianalisis. 

 

                                                 
64 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 

Sosial Lainnya, Ed, 1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2008),  256. 
65 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. 36 , (Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya, 2017), 331. 
66 Burhan Bungin, Op.cit. 
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4. Triangulasi Teori 

Triangulasi teori adalah proses uji keabsahan data dengan cara 

mengonfirmasi data penelitian yang diperoleh dengan teori yang digunakan 

dalam penelitian tersebut.
67

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan  proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh di lapangan melalui 

wawancara mendalam, catatan lapangan dan bahan – bahan lain, sehingga 

mudah dipahami. 

Analisis data juga dimaknai sebagai mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.
68

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data model 

analisis data Huberman dan Miles yang disebut sebagai model interaktif. 

Model interaktif ini terbagi menjadi tiga hal utama, yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan – catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data 

berlangsung secara terus menerus sejalan pelaksanaan penelitian 

berlangsung.
69

 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, 

memfokuskan padaha hal – hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. 

 

                                                 
67 Sigit Hermawan, Amirullah, Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan 

Kualitatif, Cet. I, (Malang : Media Nusa Creative, 2016), 225 – 227. 
68 Helaluddin, Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik, 

Ed. 1, Cet. 1, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 102. 
69 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, 

Ed. 2, (Jakarta: Penerbit Erlanga, 2009), 150. 
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2. Display Data 

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah 

display data atau penyajian data. Menurut Miles dan Huberman yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. 

Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Langkah ketiga analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles 

dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami 

perubahan apabila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal 

didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel
70

. 

   

                                                 
 70 Umarti, Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian 

Pendidikan, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 88- 90. 



 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Kantor Kementerian Agama Kota Batam 

Kantor Kementerian Agama Kota Batam resmi didirikan pada tahun 

1987, melalui KMA No.137 Tahun 1987 Tentang Pembentukan Kantor 

Departemen Agama Kota Administratif Batam, yang pada saat berdirinya 

berdomisili di Kelurahan Sekupang Kecamatan Batam Barat Kotamadya 

Administratif Batam. Setelah terjadi pemekaran Kota Batam, domisili Kantor 

Kementerian Agama Kota Batam berada di wilayah Sungai Harapan, 

Kecamatan Sekupang Kota Batam. 

Status Kantor Kementerian Agama Kota Batam juga berubah melalui 

KMA No.373 Tahun 2002 Tentang Tipologi II-I. Sejarah pembentukan 

Kementerian Agama Kota Batam, tidak terlepas dari latar belakang sejarah 

pemekaran wilayah Provinsi Riau menjadi Provinsi Kepulauan Riau. Sejak 

tahun 1987, Kantor Departemen Agama Kotamadya Batam sebelum tahun 

2010 masih menginduk kepada Kantor Wilayah Provinsi Riau di Pekanbaru. 

Namun, sejak tahun 2006 terjadi pemekaran wilayah Provinsi Kepulauan Riau, 

maka Kementerian Agama Kota Batam menjadi salah satu unit kerja Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam telah mengalami 

beberapa kali masa kepemimpinan, diantaranya : 

1. Drs. H. Fauzi Mahbub, M.M – Periode 1988 s.d 1998 

2. Drs. H. Abd. Razak Z, M.M – Periode 1998 s.d 2003 

3. Drs. H. Khudri Syam – Periode 2004 s.d 2009 

4. Drs. H. Zulkifli Aka, M.Si – Periode 2010 – 2017 

5. Drs. H. Erizal Abdullah, M.H – Periode 2017 – 2018  

6. H. Zulkarnain Umar, S.Ag, M.H – Periode 2018 s.d sekarang. 
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Kantor Kementerian Agama Kota Batam pertama kali beralamat di 

Jl.Ir.Sutami, Sungai Harapan Sekupang. Namun, karena seiring tuntutan 

kebutuhan akan pelayanan masyarakat maka pada tahun 2005 Kementerian 

Agama Kota Batam telah membangun kantor baru di atas lahan 3000 M
2
, yang 

merupakan hibah dari Yayasan Iskandar Muda Kota Batam dan pada tahun 

2008 Kantor Kementerian Agama Kota Batam telah rampung dengan 

konstruksi dula lantai seluas 1.200 M
2
. Kantor Kementerian Agama Kota 

Batam sekarang berlokasi di Jl.Masjid Baiturrahman No.1 Kecamatan 

Sekupang – Kota Batam, setelah sebelumnya menempati Kantor lama di 

Jl.Ir.Sutami, Kecamatan Sekupang. 

 

B. Visi dan Misi Kementerian Agama Kota Batam 

Visi Kementerian Agama Kota Batam adalah “Terwujudnya Masyarakat 

Kota Batam yang taat Beragama, Rukun, Cerdas dan Sejahtera Lahir dan 

Bathin dalam rangka Mewujudkan Batam Bandar Dunia Madani Berlandaskan 

Gotong Royong”. 

Misi Kementerian Agama Kota Batam adalah : 

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama 

2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama 

3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas 

4. Meningkatkan pemanfaatan dan kulaitas pengelolaan potensi ekonomi 

keagamaan 

5. Memujudkan Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang berkualitas dan 

akuntabel 

6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umat berciri agama, 

pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan 

keagamaan 

7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan 

terpercaya 
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C. Lima Nilai – Nilai Dasar Ruh Budaya Kerja 

1. INTEGRITAS 

a. Beriman dan Bertaqwa 

b. Konsisten dan Disiplin 

c. Jujur dan Berdedikasi 

2. PROFESIONAL 

a. Kompeten, Efektif dan Efisien 

b. Bekerja Cerdas dan Tuntas 

3. INOVASI 

a. Berinisiatif Melakukan Penyempurnaan 

b. Berorientasi Melakukan Nilai Tambah 

4. TANGGUNG JAWAB 

a. Bekerja Konsekuen dan Bersungguh – Sungguh 

b. Sanggup Menerima Reward dan Punishment 

5. KETELADANAN 

a. Menjadi Contoh Yang Baik dan Benar 

b. Memotivasi Penerapan Nilai – Nilai Budaya Kerja 

 

D. Tugas Pokok dan Fungsi 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. 

1. Pasal 325 

Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Batam 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 300 ayat (2) huruf e terdiri atas : 

a. Subbag Tata Usaha 

b. Seksi Pendidikan Madrasah 

c. Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam 

d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam 

f. Seksi Urusan Agama Kristen 

g. Penyelenggara Pendidikan Kristen 
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h. Penyelenggara Katolik 

i. Penyelenggara Hindu 

j. Kelompok Jabatan Fungsional 

2. Pasal 326 

a. Subbagian Tata Usaha 

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 325 mempunyai tugas 

melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan perencanaan, 

keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kantor Kementerian 

Agama. 

b. Seksi Pendidikan Madrasah 

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 325 mempunyai tugas 

melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan 

data dan informasi di bidang RA,MI,MTs,MA dan MAK. 

c. Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam 

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 325 mempunyai tugas 

melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan 

data dan informasi di bidang pendidikan agama Islam dan pendidikan 

keagamaan Islam. 

d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 325 mempunyai tugas 

melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan 

data dan informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah. 

e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam 

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 325 mempunyai tugas 

melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan 

data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Islam. 

f. Seksi Urusan Agama Kristen 

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 325 mempunyai tugas 

melakukan pelayanan, bimbingan teknis, serta pengelolaan data dan 

informasi di bidang bimbingan masyarakat kristen. 
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3. Pasal 327 

a. Penyelenggara Pendidikan Kristen 

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 325 mempunyai tugas 

melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan 

data dan informasi di bidang pendidikan agama Kristen pada PAUD, 

dasar, menengah dan pendidikan keagamaan Kristen. 

b. Penyelenggara Katolik 

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 325 mempunyai tugas 

melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan 

data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Katolik. 

c. Penyelenggara Hindu 

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 325 mempunyai tugas 

melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan 

data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Hindu. 

d. Penyelenggara Buddha 

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 325 mempunyai tugas 

melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan 

data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Buddha.  
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E. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Batam 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.1 Struktur Organisasi  
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Kepala Kantor Kementerian Agama 

Kota Batam 

H. Zulkarnain Umar, S.Ag, M.H 

Kepala Seksi  

Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

 
H. Zulkarnain, S.Ag, M.H 

Penyusun Bahan 

Pengawasan PIHK/PIU 

 Ridwan Syam 

Penyusun Bahan 

Dokumen Haji 

 Darhabibah 

Penyusun Laporan 

Pengendalian BPS/BPIH 

 Masithah, B 

Penyusun 

Perlengkapan Haji 

 Imron Rosadi 

Penyusun Bahan Pendaftaran 

dan Pembatalan Haji 

 Hj. Sri Mulelni, S.Ag 

F. Struktur Organisasi Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.2 Struktur Organisasi 

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang 

dilakukan pada penelitian ini, tentang upaya Kementerian Agama Kota Batam 

dalam memberikan pelayanan prima terhadap calon jamaah haji. Dapat 

disimpulkan bahwa, Kementerian Agama Kota Batam telah melakukan upaya – 

upaya dalam memberikan pelayanan prima dengan menggunakan lima metode 

antara lain: pemberian motivasi, pembimbingan, penjalinan hubungan, 

penyelenggaraan komunikasi dan pengengembangan atau peningkatan 

pelaksana yang sudah dilakukan sesuai indikator yang digunakan dalam 

penelitian ini.  

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kantor Kementerian 

Agama Kota Batam, ada beberapa saran atau masukan yang dapat diberikan 

mengenai upaya dalam memberikan pelayanan prima terhadap calon jamaah 

haji sebagai berikut: 

1. Pelayanan kepada calon jamaah haji yang telah diberikan oleh Kementerian 

Agama Kota Batam hingga saat ini hendaknya dipertahankan dan 

ditingkatkan terutama pada bidang pelayanan kesehatan calon jamaah haji 

di Klinik Arafah. Dengan menjalin dan meningkatkan hubungan kerjasama 

dengan instansi kesehatan terkait, diharapkan agar operasional klinik arafah 

dapat berjalan lebih optimal dan menjadi pusat pelayanan kesehatan calon 

jamaah haji disamping melayani kesehatan seluruh pegawai dan 

masyarakat umum nantinya. 

2. Petugas pelayanan haji dan umrah diberikan pelatihan khusus terkait 

pelayanan dan bimbingan teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) pengelolaan SISKOHAT  serta Haji Pintar agar dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan haji serta menjadi wadah untuk kembali mengingat 

sistem pelayanan dan pengoperasian yang digunakan bagi seluruh pegawai. 



 

 

 

78 

3. Mengadakan program evaluasi yang terjadwal dalam satu bulan, sebagai 

bahan penilaian dan perbaikan pelayanan. 

4. Improvisasi ruangan terkait sarana informasi seperti melengkapi struktur 

organisasi seksi penyelenggaraan haji dan umrah, membuat miniatur atau 

peta perjalanan ibadah haji, dan penyediaan kotak saran. 

5. Menyediakan tempat fotocopy gratis bagi calon jamaah haji yang 

mendaftar langsung ke Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Pemberian Motivasi 

1. Apakah Kementerian Agama Kota Batam memberikan motivasi 

bekerja kepada pegawai? 

2. Motivasi seperti apa yang diberikan? 

3. Siapa saja yang memberikan motivasi bekerja kepada pegawai? 

4. Kapan pemberian motivasi dilakukan? 

B. Pembimbingan 

1. Apakah pegawai diberikan bimbingan dalam bekerja? 

2. Seperti apa bimbingan yang dilakukan? 

3. Kapan bimbingan terhadap pegawai dilakukan? 

4. Setelah mendapatkan bimbingan, apakah pegawai diberikan tugas 

sesuai dengan prosedur atau aturan? 

C. Penyelenggaraan Komunikasi 

1. Bagaimana pola komunikasi antar pimpinan dan pegawai? 

2. Apakah sudah terjalin erat komunikasi antara pimpinan dan pegawai? 

3. Dalam memberikan pelayanan, apakah ada sistem komunikasi yang 

digunakan dan apakah telah memberikan informasi dengan jelas? 

D. Penjalinan Hubungan 

1. Apakah terjalin hubungan antara pimpinan dan pegawai? 

2. Hubungan seperti apa yang dibangun antara pimpinan dan pegawai? 

3. Apakah Kementerian Agama dalam hal pelaksanaan haji menjalin 

hubungan atau kerjasama kepada pihak lain dalam upaya melakukan 

upaya untuk memberikan pelayanan prima? 

4. Bentuk hubungan atau kerjasama apa yang dibangun terhadap pihak 

lain? 

E. Pengembangan atau Peningkatan Pelaksana 

1. Apakah terdapat program pengembangan atau peningkatan kapasitas 

pegawai dalam memberikan pelayanan haji? 

2. Kapan dilakukan pengembangan atau peningkatan kapasitas pegawai 

khususnya dalam pelayanan haji? 

3. Pada bidang infrastruktur, pengembangan apa saja yang sudah 

dilakukan? 
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PANDUAN OBSERVASI 

 

No. Situasi yang diamati Keterangan 

1 

Keadaan fisik lingkungan 

a. Suasana lingkungan kementerian agama kota 

batam  

b. Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah 

Tepadu 

c. Klinik Pratama Arafah 

 

2 

Kegiatan 

a. Pemberian motivasi apel pagi 

b. Proses pelayanan terhadap calon jamaah haji 

c. Penyelenggaraan komunikasi 

d. Suasana ruang pelayanan haji dan umrah 

e. Interaksi calon jamaah haji dan pegawai 

pelayanan 

f. Interaksi antar pimpinan dan pegawai 

 

 


